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ABSTRACT

Background: Public health system grovide and medical services
health card in order that the poor has no barvier in accessing health
care, Making them cured protect the public from the spread of
infeciious diseases and social burden of illness. This study evaluaie
whether the poor uses their health card for attending government
health services. The programs fail if health card holders use private
rather than public health services.

Method: This descriptive study uses the 2001 National
Sociceconomic Survey. It covers 6.588 respondents with health
cards in 30 provinces of Indonesia. Respondents with iliness
complaint during the past rmonth of the survey are asked to reportthe
type of health faciliies they attend.

Resuit: More than half ofthe card holders did not seek medical helps
when they have illness complaints. Twenty sight percent use public
health sarvices. About one third of those seeking medical helps or
aboutfifteen percent of health card holders use private services. The
proportion of card holders in Java and Bali seeking private practices
are aimost the same in urban and rural areas. White in outside Java-
Bali, private providers are more likely to be used by urban card
holder.

Conclusion; In conclusion, the use of private providers among card
holders refiects the limited effect of palicy to reduce financial barrier
policy in among poor families. Distance to public health facilities and
the availabiiity of services anly during office hours have forced
people use private providers. Govemment inifiative to protect the
poar in rural and remote areas should sesk collaboration strategies
to work with local practicing health workers. independent
paramedical practitioners should be used in a positive context in
substitution of the lack of medical workers inthose areas.

Keywords: hiealth card, private provider, poor families

ABSTRAK

Latar belakang: Pemerintah memiliki peran khusus membuat
program public health karena melindungi masyarakat dari ancaman
bersama yang tidak rmampu ditangani semata cleh masing-rmasing
individu. Fasilitas pemerintah dan pemberian kartu sehat
mendorong keluarga miskin memperoleh layanan agar mereka
sembuh. Orang vang sakit dan tidak memperoleh pengobatan bisa
menjadi penular dan beban sosial bag seluruh masyarakat,
Penelitian ini mengevaluasi apakah penduduk miskin
mengguriakan kartu sehat untuk akses pada pelayanan pemerintah
yang disediakan. Jika pelayanan murah yang sudah disediakan
tidak digunakan, sebaliknya mereka menggunakan layanan
swasia, program kesehatan masyarakat pemerintah peru ferus
diperbaiki.

Metode: Peneliian ini menggunakan data Susenas 2001 dan
mengambil penduduk yang memiliki kartu sehat dan mengaku
mengaiami keluhan sakit dalam satu bulan terakhir pada waktu
surveidilakukan.

Analisis ini menunujukkan bahwa lebih dan separuh pemilik kartu

sehat mencari  pertolongan kesehatan ketika mereka memiliki
keluhan penyakit. Dua puith delagan persen dari mereia
menggunakan pelayanan pemerintah. Sekitar seperfiga dari
pemitik kartu yang mencari pelayanan menggunakan pelayanan
swasta. Persentase pemilik kartu sehat di desa dan kota di Jawa
dan Bali vang pergi ke pelayanan swasta hampir sama. Sedangkan
pemilik kartu sehat di kota lebih banyak menggunakan layanan
swasata di Luar Jawa Bali.

Kesimpulan: Peneliian ini manyimpulkan bahwa pencanan
pengobatan ke swasta bagi pemegang kartu sehat manunjukkan
bahwa kebijakan pemerintah memiliki dampak yang terbatas dalarn
mengatasi “penghalang biaya” pada panduduk miskin. Jarak dan
ketersediaan wakiu layanan merupakan fakior penting vang
membawa pemilik kartu sehat pergi ke pelayanan swasta. Jika
permerintah bermaksud membantu penduduk miskin, terutama di
pedesaan daerah terpencil dan di luar jam keria puskesmas, kerja
sama pemerintah dan pelayanan swasta dalam melayani
penduduk yang jauh dan di luar jam kerja ity merupakan pilihan
vang sangat masuk akal. Pemerintah peru mengagendakan
strategi-strategi bekerja sama dengan pekerja kesehatan swasta
yang praktik terutama di pedesaan dan daerah terpencil.

iata Kunci: kariu sehat, pelayanan kesehatan, keluarga
miskin
PENGANTAR

Permerintah membuat program public heafth
karena melindungi masyarakat dari ancaman
bersama yang tidak mampu ditangani semata oleh
masing-masing individu. Fasilitas pemeriniah
melayani keluarga miskin secara gratis agar bisa
sembuh. Seluruh masyarakat terlindungi dari
penularan penyakit, karena kondisi geografis
indonesia luas dan tersebar, maka pelayanan
kesshatan bagi penduduk di pedesaan dan daerah
terpencil diseienggarakan melalui puskesmas,
pliskesmas pembanty, poliklinik desa, dan posyandu
di seluruh pelosok indonesia. Pemerintah juga
mengkontrak dokter dan tenaga kesehatan strategis
yang bekerja di fasilitas-fasilitas . Dengan
menyelenggarakan langsung pelayanan kesehatan
diberbagai tingkat, masyarakat terhindar dari tarif
bercbat yang tinggi. Pemerintah juga mengehiarkan
kartu sehat untuk penduduk miskin agar dapat bebas
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dari biaya pelayanan kesehatan di fasilitas
pemerintan,

Apakah kartu sehat itu bermanfaat bagi penduduk
rickin? Data Susenas 1999° memperihatkan bahwa
rumah tangga pemilik kartu sehat  fidak selalu
menggunakan kartu sehat saat jatuh sakit atau pergi
ke pelayanan kesehatan. Dari 11% pemilik kartu sehat
yang mengalami sakit dalam tiga bulan terakhir pada
saat penelitian hanya 50% yang mencari pengobatan,
35% pergi ke rumah sakit pemerintah dan hanya 60%-
nya yang menggunakan kartu sehat, sementara unfuk
puskesmias 52%, untuk bidan desa 12%, dan 31%
lainnya pergi ke fasilitas kesehatan yangfain.'

Pemilik kartu sehat yang datang ke pelayanan
pemerintah 11%, datang ke pelayanan kesehatan
pemerintah dan memanfaatkan kartu sehat sebanyak
7%, pemilik kart' sehat yang datang ke pelayanan
kesehatan pemerintah tetapi tidak memanfaatkan
kartu sehat sebanyak 4%, pemilik kariu sehat yang
datang ke pelayanan kesehatan swasta 5% dan yang
tidak mencari pengobatan 85%.°

Pencarian Pertolongan pada Keluarga Miskin

Perilaku kesehatan pada keluarga miskin
dipehgaruhi pola pencarian pengobatan untuk
penyakit yang sudah berat. Mereka tidak mencari
pelayanan kesehatan ketika penyakit masin mudah
diatasi. Mereka memprioritaskan pekerjaaan
daripada menjaga kesehatan mereka. Data dari
Indonesian Family Life Survey 1898 menunjukkan
bahwa mayaritas masyarakat pedesaan {55%]) lebih
memilih datang ke pengobatan tradisional saat
melahirkan. Mereka di daerah perkotaan lebih
memilih datang ke bidan (65%). Peran dokter sangat
kecil khususnya di daerah pedesaan (4%) dan daerah
perkotaan hanya 17%. Kepercayaan pada budaya
lokal sering membuat masyarakat pedesaan memilih
mengobaii sendiri, tinggal di rumah, dan berkonsultasi
ke pengobatan tradisional ®

Pelayanan swasta sering dipilih karena lebih
remuaskan pasien dan gejala-gejala penyakit
dianggap cepat. Pelayanan swasta di negara
berkembang umumnya lebih buruk dan sulit
dipertanggung jawabkan dibandingkan dengan
pelayanan pemerintah® karena mereka turmbuh
sebagai kompstitor dar pelayanan pemetintah.
Permberi pelayanan swasta di desa dan daerah
terpencit umumnya petugas kesehatan yang bekerja
di ilembaga pemerintah. Mereka membuka prakiik

ketika jam-jamn buka pelayanan pemerintah tutup.
Mereka umumnya memberikan obat-obat yang febih
kual dan memberi rasa nyaman, sehingga pasien
tergantung dan percaya kepada mereka. Fola
pengobatan itu membuat keluhan sederhana
ditangani dengan sekali obat yang kuat dan membuat
pasien puas dan tidak perlu berulang ke pelayanan
kesehatan.

Pelavanan swasta di pedesaan lebih
mencerminkan kemudahan akses. Orang-orang desa
lebih suka ke swasta semata-mata karena dekat dan
keakraban. Penduduk dapat membayar layanan
praktik tenaga kesehatan yang berpraktik mandiri
dengan cara vang fleksibel. Mencar pengcbatan
swasta di desa bisa menyesatkan. Penduduk menilai
kesembuhan dari perasaan nyaman dan berkurang
rasa sakit. Penderita yang belum sembuh sebenarnya
hanya memiliki perasaan bersalah yang jika ia tidak
memperhatikanjustru berbahaya bagi diri mereka dan
masyarakat.

Penelitian ini mengevaluasi apakah penduduk
miskin telali menggunakan kartu sehat untuk
mengakses pelayanan pemerintah. Pelayvanan
pemerintah yang murah dan kartu sehat membuat
penduduk miskin bisa cepat meminta perfolongan
ketika sakit. Evaluasi ini mempelajar apakah kartu
sehat itu digunakan semestinya. Niat pemberian kartu
sehat itu sendin bagus, tetapi apakah siluasi dan
kapasitas keluarga miskin akhimya mampu
menggunakan kartu itu ketika mereka sakit.

BAHAN DAN CARAPENELITIAN

Penelifian ini menggunakan rancangan cross
sectional. Unit analisis penelitian ini adalah individu.
Sampel penelitian ini adalah individu yang memiliki
kartu sehat di 30 provinsi di Indonesia kecuali Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam yang fidak tersedia
datanya. Survei Sosial Ekonomi Nasional {Susenas)
2001 menemukan hampir 7% keluarga memiliki kartu
sehat. Penelitian ini menganalisis 6588 keiuarga yang
memenuhi kriteria (1) memiliki kartu seshat, (2)
mengalami kelunan sakit selama satu bulan ierakhir
dari saat survei dilakukan, dan (3) mencari pelayanan
rawat jalan. Regresi logistik melihat pengaruh jarak
pusat pelayanan kesehatan, tingkat pendapatan, dan
transportasi terhadap pemanfaatan pelayanan
kesehatan pemerintah atau swasta. Tidak ke
pelayanan kesehatan dijadikan sebagai referensi.
Nilai odd rafic menilai besarnya kecenderungan
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pemanfaatan kartu sehat oleh pemegang kartu
sehat di pelayanan kesehatan.

Familik kartu sehat dalam Susenas 2001 adalah
rumah fangga yang menerima kartu keterangan
miskin dari pemerintah untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan
pemerintah. Informasi ini dipercleh dari pertanyaan
"apakah tersedia jaminan pembayaran, asuransi
kasehatan (kartu sehat) untuk keperiuan berobat jalan
ataurawat inap?” Pemanfaatan kartu sehat ditikur dar
fasilitas kesehatan vang digunakan saat ada keluhan
sakit selarna satu bulan terakhir. Fasilitas pemerintah
termasuk rumah sakit pemerintah, puskesmas,
puskesmas pembanty, polindes, dan posyandu.
Fasilitas swasta termasuk rumah sakit swasta, praktik
pribadi dokter, poliklinik swasta, praktk petugas
kesehatan, dan prakiik pengobatan tradisional.

Status kemiskinan diukur dari besar uang satu
bulan untuk pemenuhan kebutuhan hiduphya, yang
diambil dari pertanyaan "pengeluaran untuk makan?"
dan "pengeluaran untuk bukan makan?"®. Jarak pusat
pelayanan kesehatan adalah kilometer yang harus
ditempuh ke lokasi pelayanan kesehatan pemerintah.
Alat fransportasi adalah ketersediaan sarana untuk
memudahkan individu pergi ke pelayanan kesehatan
pemerintzh atau swasta di saat mereka jatuh sakit
dapat berupa sepeda atau sampan, sepeda motor
atay motor tempel, mobil atau kapal motor baik

kendaraan umum maupun milik pribadi. Desa-kota
diambil dari kategori kota desa yang ada di Susenas.

HASIH.PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar pemilik kartu sehat tidak mencari
pertolongan ketika mereka sakit. Jarak dekat
cenderung ke pelayanan kesehatan pemerintah
dibandingkan dengan yang berjarak jauh (lebih dari 7
kilometer). Mereka yang tinggal lebih jauh dari tempat
pelayanan makin tidak raencari pertolongan. Pola
linear yang sama terlihat pada penggunaan
pelayanan pemerintah. Pemiliki kartu yang tinggal
dekat dengan pusat pelayanan berkaitan dengan
penggunaan terutama diperiihatkan pada pelayana
swasta.

Seperempat bagian dar seluruh pemilik kartu
mencan pertolongan di fasilitas pemerintah. Pemilik
kartu yang mencari pengobatan, sepertiga bagian
pergi ke pelayanan swasta. Sekitar 15% mencari
pertolongan di fasilitas swasta. Penggunaan provider
swasta ini lebih tinggi di Jawa Bali dan fidak berbeda
antara kota maupun desa. Pemegang kartu di luar
Jawa Bali yang menggunakan fasilitas swasta lebih
banyak di kota. Kunjungan ke swasta dipermudah
dengan ada kendaraan umum. Kunjungan ke swasta
merata berasal dari berbagai status jarak dengan
pusat pelayanan pemerintah.

Tabel! 1. Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan Swasta

Pemanfaatan Kartu Sehat

Fasilitas Fasilitas Tidak Mencari
Pemerintah Swasta Partolongan

- (%) (%) (%}

Jawa Bali

Kota 25 20 55

Desa 21 20 59

Luar Jawa Bali

Kota 32 14 54

Desa 33 10 57

Jarak

Sangat dekat 38 14 48

Dekat 27 15 58

Sedang 25 16 58

Jauh 24 13 83

Status Kendaraan Umum

Ada kendaraan 28 16 56

Tidak ada kendaraan 28 14 58

Status Kemiskinan

Sangat miskin 30 13 58

Cukup miskin 28 14 58

Miskin 27 18 55

Total 28 15 57
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Analsis regresi logistik mengukuhkan pengaruh
dari jarak yaitu yang tinggal dekat dengan pelayanan
pemetintah makin berkaitan dengan penggunaan
pelayanan pemerintah. Fenomena ini lebih nyata di
hiar Jawa Bali. Pemanfatan pelayanan pemerintah
hampirmerata dilihat dar kategori kemiskinan mereka.

FPencarian pertolongan ke swasta merupakan
fungsi dari status kemiskinan. Makin mampu dari pemilik
kartu itu makin besar menggunakan pelayanan swasta.
Pemilik kartu miskin memiliki hampir dua kali lebih
besar kemungkinan menggunakan pelayanan swasta
dibanding pemilik kartu yang sangat miskin. Pengaruh
ini hampir sama terjadi di Jawa Bali maupun di Luar
Jawa Bali.

PEMBAHASAN

Tulisan ini mempelajan apakah kartu sehat itu
bermafaat. Jika bermanfaat, penduduk miskin pergike
pelayanan kesehatan pemerintah. Kita tidak mengetahui
tingkat pemanfaatan mereka untuk penyakit yang berat.
Kita tidak memiliki data tentang apakah pencarian ke
swasta itu karena terpaksa atau karena sukarela.
Pergi sukarela karena mampu sudah tentu tidak
bermasalah. Keadaan itu hanya membuat kita berpikir
tentang kemungkinan kesalahan dalam pemberian
kartu sehat. Jika mereka pergi karena terpaksa, maka
kartu sehat tidak mencapai sasaran. Tampak jelas
bahwa kunjungan ke swasta terkait dengan akses
jarak. Keadaan ini dapat dipahami. Perjalanan
membutuhkan ongkos transportasi dan biaya lain,

serta waktu. Jika dihitung dengan gratis pelayanan
tetapi dengan ongkos fransportasi dan lain-lain, maka
artigratis pelayanan kalah dengan perjalanan.

Lebih separuh pengguna kartu sehattidak mencari
pengobatan ketika mereka mengeluh. Keadaan ini
suatu tanda bahaya. Masyarakat bisa memiliki anggapan
salah terhadap penyakit ringan sebagai sesuatu yang
tidak memerukan pengobatan. Padzhal ketika keadaan
itu masih ringan, maka proses kejadian penyakit lebih
lanjut dapat diatasi. Penduduk yang mengalami
gangguan ringan bisa memiliki tuberkulosis yang bisa
sangat efeldif diatasi jika memuiai mencari pengobatan.
Kebutuhan untuk menghilangkan penghalang pergi
ke pelayanan kesehatan masih hans menjadi agenda.

Pertolongan Swasta

Mengapa kira-kira pemilik kartu menggunakan
pelayanan swasta? Alasan ekonomi mendukung
penggunaan swasta meskipun mereka harus membayar
jka pelayanan itu dekat. Daerah pedesaan dan
terpencil akan mengeluarkan biaya transport yang
besar unfuk mengakses pelayanan pemerintah.
Pemilik kartu mengeluarkan biaya lebih mahal jika
mereka mencar pertolongan pemerintah lebih jauh
dari layanan swasta. Jarak ke pusat pelayanan dan
waktu tempuh memiliki dampak signifikan dengan
pemanfaatan dan kesehatan.” Jauh dari pusat
pelayanan membuat penduduk desa dan miskin
mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar
daripada biaya pelayanan." Sejumlah penelitian

Tabei 2. Rasio Odds Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan Swasta

Fasilitas Pemerintah

Fasilitas Swasta

Jawa Luar Indonesia Jawa Luar Indonesia
Bali Jawa Bali Jawa
Bali Bali
Kota-Desa (ref Desa) :
Tinggal di kota 1,1 0,8 0,9 1,0 1.2 1,3
Jarak ke pusat
pelayanan
kesehatan (ref: jauh)
Sangat dekat 1,5 2,8% 2,2% 0,4 2,0 1,2
Dekat 1,0 1,6** 1,3 0.4+ 1.8%* 1,1
Sedang 0,9 1,3** 1.1 0,4%* 2,1% 1,3*
Transportasi
Ada kendaraan umum 1,2% 1,2 1,1 1,2% 1.0 1,2
dan pribadi
Status kemiskinan
{ref sangat miskin}
Cukup miskin 1.0 0,8* 0,9 1,1 1.2 1,2
Miskin 1.0 0,8 0,9 1,7% 1,7* 1,5**

Catatan: **p<(,01;"p<0,05; ref pemanfaatan kartu sehat=tidak ke pelayanan kesehatan.
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melaporkan bahwa akses ke puchesmias hanya
rmudah bagl mereka yang tinggal dalam jarak satu
atau dua kilcmeter darf puskesmas.”

Alasan akses berkaitan dengan ketidaldsrsadiaan
fayanan pemerintah ketika dibutuhkan. Seiama ini
pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas
pembantu terbatas pada jam kerfa pegawai negeri.
Fasilitas kesehatan pemerintah bahiar buka pads
waklu yang singkat antara jam 08.00-11.20 karens
pada jam-jam itu saja pasien daiang, sshingga
pegawai pemeriniah pulang lebih awal ks o,
imasyarakat harus pergi ke layanan swas
diakses. Merel@ yang memberikan lsyenen swasta
bizsanya tidak lain adalah pegawai puskesmas jugs.

Jumlah besar pemilik kartu vang idek mancard
pertolongan dan penemuan pergi ke swasia ini paiut
mendapat refleksi. Pemilik kartu di masa sskarang
hanya biss menggunakan pelayanan pemenish.
Pelayanan pemerintah di dasrah terpencl dan
pedesaan dibatasi waktu dan jarak. Jika pelayanan
swasta dikontrak uniuk juga memberikan palavanan
pada pemilik kartu, maka kemudahan akses v akan
menarmbah manfaat dari kartu sehat.

G kisa

Tantangan Swasta untuk Pubiic Heaiilh
Pelayanan pemeriritah di satu sisi mamungkinikan
penderita mendapat pengobatan periuh secara grais
dan karena itu bisa berdampak positil pada public
health. Pelayanan swasta di negara berkembang
umuminya lebih buruk dan sulit diperianggungjawalskan
dibandingkan dengan pelayanan pernerintah.” Keluarga
rmiskin di sisi lain memilih pelayanan swasia karena
cepat “sembuh”." Yang penting adalai: apakah darigan
mencari pertolongan ke swastz iy mampu
menuntaskan pengobatan dan menniiiid aizic pupiic
healih. Dua hal yang menjadi konseiwensi daii
penggunaan swasta yaitu pertama, peregang Kailu
diberi akses untuk menggunakan swasia. Carg i
nembuatlayanan swasta yang lebif mahal tidak menjadi
penghaiang bagi pemegang kartu daiam berobat.
Kedua, pemberi layanan swasta dijadgikan pamegang
tugas pubiic heaith yang bisa menuniaskan pengobatan
penyakit. Tugas ini bisa dilakukan dengan mekanisme
kontrak dan pengawasan prakiik. Kita periu mengajak
meningkatkan mutu swasta dan menjedi pariner
pemerintah daiarmnm menegakkan keperdngan susfic
fiealth.”""™" Solusi vang pas tidak lein adalah
bagaimana kerja sama pihak pernerintan dan swasta
daiarn pelayanan terufama uniuk pengguna kariu

sghal. Upaya ke arali ini membutuhkan sistem
peimbayvaran tenaga kesehatan swasia dan
pernarintsh dalam satu paket sehingga ada perasaan
eradadalam satu pihak.

AESIMPULAN DAN SARAN

Fakta bahwa lebin dari separuh pemilik kartu
sehat tidzic mencari periclongan ketika mereka sakit
dan seperliga dan yang mencari pertolongan adalah
ke praktik swasta memperlinatkar rendahnva
mantaat karu sehat bagi pemiliknya dan publfic heafth.
Karni percaya banwa permintaan palayanan swasta
lebit berhubungan dengan ketersediaan dan akses
waktu yang diberilkan cleh pelayanan pemerintah.
Kenyataan inl menskankan agar poliklinik desa dan
ouskesmas keliling diperkuat. Perbaikan akses
nzlayanan pemerintah di tingkat pedesaan dan
daerah terpencil sangat diperlukan. Managjemen
pusikesmas dan puskesmas pembantu agar fenaga
kesehatan lebih betah bekerja di fasilitas pemerintah
perlu diperkuat. Dalam jangka panjang, agar kartu
sehat bisa berarii bagi masyarakat, pelayanan swasta
perfu dilibatkan secara resmi sebagai provider
pemberi layanan bagi pemilik kartu sehat.
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